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Pidana menjelaskan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 
lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan 
pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat 
yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam  proses peradilan wajib 
menunjuk penasihat hukum bagi mereka,  Namun  saat ini  masih terdapat kendala
dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk  menjelaskan  mekanisme 
dalam  mengajukan    bantuan  hukum,  untuk menjelaskan kendala  yang di  hadapi  oleh 
organisasi  bantuan  hukum  dalam  memberikan  bantuan  hukum  kepada  masyarakat 
miskin  dan untuk menjelaskan  upaya  yang dilakukan  oleh  organisasi  bantuan  hukum 
dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin
Metode yang dilakukan  menggunakan  penelitian kepustakaan dan 
lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku -buku teks, 
peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan 
cara mewawancarai responden dan informan. 
Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  mekanisme  pemberian  bantuan 
hukum  dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis, 
menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, melampirkan surat 
keterangan miskin dari  keuchik. Kendala  yang dihadapi ialah kurangnya pendanaan, 
kurangnya pengawasan dalam hal permohonan bantuan hukum, kurangnya koordinasi 
antara penyidik dengan advokat dan juga antara pengadilan dengan advokat dalam 
penunjukkan advokat sehingga penunjukkan advokat tidak merata. Upaya yang 
dilakukan ialah mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum 
bagi masyarakat miskin, meningkatkan ketersediaan pemberi bantuan hukum bagi 
masyarakat miskin serta meningkatkan sumber daya manusia.
Disarankan  perlu ditingkatkan lagi kerjasama antara aparatur penegak 
hukum agar proses pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau kurang 
mampu dapat berjalan dengan baik,  mengalokasikan dana  khusus  untuk pelaksanaan 
pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, serta  memberikan sosialisasi 
kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor  16 Tahun 2011 tentang Bantuan 
Hukum.
